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Abstrak

Sungai Way Langsep merupakan sungai yang melintasi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.
Sempadan Sungai Way Langsep menjadi salah satu Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) di Kabupaten Pringsewu,
sehingga jelas kawasan ini tidak diperbolehkan untuk dipergunakan selain daripada fungsi lindung. Kawasan
Perlindungan Setempat Sungai Way Langsep memiliki lebar batas sebesar 50 meter dari tepi kiri dan kanan sungai.
Akan tetapi tidak pernah adanya penyampaian informasi terkait tata ruang kawasan sempadan menyebabkan adanya
beberapa pelanggaran pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan
masyarakat terkait rencana tata ruang sempadan sebagai kawasan lindung. Dari permasalahan ini tentunya
diperlukannya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep
sebagai bentuk antisipasi terjadinya perluasan pelanggaran pada KPS Way Langsep. Hasil Penelitian menunjukkan : 1.
lebar batas KPS sungai Way Langsep 50 meter sehingga dapat terlihat jelas kawasan ataupun bangunan yang
melanggar batas sempadannya sehingga terdapat 63 bangunan yang terindikasi melanggar batas. 2) terdapat 3 tipologi
pelanggaran yang dinilai dari jenis dan karakteristik pelanggarannya menunjukkan nilai tipologi menjadi prioritas dalam
penanganannya. 3) terdapat 10 faktor yang berpengaruh dalam pelanggaran pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep,
namun berdasarkan kondisi lapangan hanya 7 faktor yang mempengaruhi berdasarkan rata-rata pendapat stakeholder.
4) Terdapat 9 arahan pengendalian yang sesuai dengan kondisi lapangan untuk dijadikan arahan pengendalian
pemanfaatan ruang yang dikelompokkan menjadi 3 tahap siklus perencanaan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep.

Kata Kunci : Pengendalian Ruang, KPS, Pelanggaran, Karakteristik, Arahan Pengendalian

Pendahuluan Kabupaten Pringsewu sepanjang 6.6 Km yang melintasi
Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas.
Berdasarkan ketentuan khusus sempadan sungai RTRW
Kabupaten Pringsewu bangunan yang diperbolehkan
bersyarat pada kawasan sempadan adalah bangunan
yang telah ada sebelum diterapkannya aturan larangan
dalam mendirikan bangunan di sempadan sungai dan
telah memiliki izin mendirikan bangunan. Berdasarkan
data Bhumi ATR/BPN menunjukkan bahwa pada daerah
sekitar Sungai Way Langsep tidak ada satupun bangunan
yang memiliki izin bangunan sehingga dapat disebut
bahwa pada daerah yang masuk dalam Kawasan
Perlindungan Setempat di Sungai Way Langsep termasuk
dalam kategori melanggar karena tidak memiliki izin
mendirikan bangunan.

Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu Kabupaten yang
belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Ketika suatu
wilayah tidak memiliki Rencana Detail Tata Ruang, hal itu
bisa menjadi isu permasalahan yang serius. Tanpa
Rencana Detail Tata Ruang, pengembangan wilayah
cenderung tidak terarah dan bisa menyebabkan masalah
seperti konflik pemanfaatan lahan, peningkatan risiko
bencana, ketidakseimbangan antara pembangunan
infrastruktur dan kebutuhan masyarakat, serta kerugian
ekonomi akibat pembangunan yang tidak efisien. Rencana
Detail Tata Ruang diperlukan untuk memberikan panduan
yang jelas dalam pengelolaan dan pengembangan
wilayah agar dapat mencapai keberlanjutan, keselamatan,
dan kesejahteraan bagi penduduknya. Pada dasarnya

aturan tata ruang terkait Kawasan Perlindungan Setempat
(KPS) diatur jelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang termasuk dalam
perencanaan skala besar membuat masyarakat sulit
memahami batasan-batasan sempadan sungai dan
arahan kebijakannya sebelum dan sesudah adanya aturan
yang ditetapkan dikarenakan minimnya literasi dan akses
kepada dokumen perencanaan. Sehingga hal ini menjadi
isu serius dalam mengatasi permasalahan dalam
pengendalian pemanfaatan ruang

Sungai Way Langsep merupakan sungai yang melintasi
Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah.
Sungai Way Langsep memiliki panjang dari hulu ke hilir
berkisar 13.8 Km. Hulu sungai terletak di bawah kaki
gunung botak Ilebih tepatnya di desa Margosari
Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu,
Lampung. Panjang Sungai Way Langsep yang melewati

Selain itu peningkatan jumlah penduduk erat kaitannya
dengan isu alih fungsi lahan menjadi kawasan
pemukiman. Sehingga dibutuhkan penetapan dan
perencanaan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)
Sungai Way Langsep guna mencegah dan memperkecil
kerusakan serta mempertahankan kelestarian dan
manfaat pada sungai dan sempadannya. Sulitnya proses
izin mendirikan bangunan yang masih minim diketahui
oleh masyarakat mendorong perkembangan pemukiman
semakin tidak terarah. Hal ini dikarenakan pembangunan
pemukiman masyarakat pedesaan berdasarkan hak milik
saja dan tidak mempertimbangkan arahan pemanfaatan
ruang yang ada. Dengan dilakukannya penelitian ini
memungkinkan penulis untuk dapat menentukan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang di KPS Sungai Way
Langsep
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Tinjauan Literatur

Sungai dan Sempadan Sungai

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Sungai

No | Jenis Sungai Luas DAS Lebar_
Sungai
1 | Kali kecil dari 0-2 km2 0-1 meter
mata air
2 | Kali kecil 2-50 km2 1-3 meter
3 | Sunga 50-300 km2 3-10 meter
sedang
4 | Sungai besar >300 km2 >10 Meter

Sumber : Heinrich & Hergt, 1999.
Menurut Fischer & Fischenich (2000) Penentuan Lebar
Sempadan sungai sebagai kawasan lindung untuk
perbaikan kualitas air (5-30 meter), Perbaikan Habitat
aquatik (3-10 meter), perbaikan habitat biota terestrial (30-
500 meter). Wong & McCuen, 1991 dalam Divelbiss, 1994
menjelaskan bahwa Penentuan Lebar sempadan sungai
untuk mengurangi angkutan sedimen adalah 150ft (45
meter). Verry, 1992 dalam Divelbiss, 1994 Penentuan
Lebar sempadan sebagai peruntukan perlindungan banijir

adalah selebar 45 meter. Kemudian berdasarkan
Peraturan Menteri PU Nomor 28 tahun 2015 tentang
Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis

Sempadan Danau, sempadan sungai

Dalam Peraturan Menteri PU Nomor 28 tahun 2015
tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis
Sempadan Danau, sempadan sungai meliputi ruang kiri
dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan
tepi palung sungai untuk sungai bertanggul, atau di antara
garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai
bertanggul. Garis sempadan sungai sebagaimana yang
dimaksud dalam Permen No. 28 tahun 2015 ayat (1),
ditentukan pada :

e Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan.

e Sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan.

e Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
e Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
e Sungai yang terpengaruh air pasang laut; dan

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia  Nomor
28/PRT/M/2015 Pasal 4 ayat (2) huruf a, tentang

Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan
Danau menentukan garis sempadan sungai tidak
bertanggul dalam kawasan perkotaan, yaitu :

e Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari
atau sama dengan 3 (tiga) meter

e Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3
(tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh)
meter, dan

e Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20
(dua puluh) meter.
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Untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas :

e sungai besar dengan luas daerah aliran sungai
lebih besar dari 500 (lima ratus) Km2; dan

e sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai
kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus)
Km2.

Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar
kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100
(seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai
sepanjang alur sungai. Garis sempadan sungai kecil
tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur

sungai.
e Sementara itu Garis sempadan sungai
bertanggul di dalam kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga)
meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur

sungai.
e (Garis sempadan sungai bertanggul di luar
kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditentukan paling
sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki
tanggul sepanjang alur sungai.

Tabel 2. Fungsi Penetapan Kawasan Perlindungan

Setempat
. Kriteria
. Fungsi
Zona Kode| Definisi Performa
Penetapan
Ruang
Perlindungan PS Peruntukan - Menjaga - terjaganya
Setempat ruang yang kelestaria kelestarian
merupakan n fungsi fungsi
bagian dari awasa, awasa,
‘awasan waduk, waduk,
Lindung dan dan
yang ) awasa awasa
mempunyai ) )
fungsi pokok | ~ Menjaga - terjaganya
sebagai awasan awasan
perlindungan dari dari
terhadap aktivitas aktivitas
sempadan manusia manusia
awasa, yang
sempadan menggagu
awasa, kelestaria
awasan n  fungsi
sekitar awasan
danau atau perlindung
waduk, dan an
awasan setempat
sekitar mata
air

Sumber : Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat
di Kabupaten Pringsewu menurut Perda Kabupaten
Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang rencana tata
ruang wilayah, ketentuan umum zonasi kawasan
sempadan sungai yang melintas dari Kabupaten Lampung
Tengah serta berada di Kecamatan Banyumas dan
Kecamatan Pagelaran Utara dengan ketentuan:

1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
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a. Bangunan fasilitas khusus untuk penelitian,
pengendalian air, dan sistem peringatan dini
kebencanaan;

b. Kegiatan pemeliharaan dan konservasi Kawasan
Perlindungan Setempat; dan

c. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

2) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

a. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan,
papan peringatan, dan rambu-rambu
pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

b. Pengembangan sistem jaringan prasarana
dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku; dan

c. Kegiatan pariwisata dengan syarat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan
yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan Kawasan
Perlindungan Setempat.

Faktor Pembentuk Karakteristik Sempadan Sungai

Tabel 3. Teori Karakteristik Pembentuk Sempadan Sungai

Karakteristik Pembentuk
No | Sumber .
Sempadan Sungai

Faktor pembentuk karakter sungai
diantaranya vegetasi (tanaman dan
o sistem ekologinya yang meliputi jenis
Suripin ) . )
1 (2002) dan fungsi vegetasi), topografi
(ketinggian tanah), tanah (jenis tanah),
dan  kependudukan  (jumlah  dan

kepadatan penduduk).

Faktor pembentuk karakter sungai

o diantaranya curah hujan, pemanfaatan
Rukiyati -
2 (2002) tanah, kependudukan dan aktifitasnya,
kondisi bangunan yang terdapat di

sekitar sungai dan drainase.

Faktor pembentuk karakter sungai
diantaranya iklim, arah angin, arah arus,
tingkah laku air, perbedaan pasang
Usman . . N
3 surut, peil banjir, banjir tahunan,
(2006) ) )
penggenangan, topografi,  geografi,
hidrologi, fisiografi (kondisi fisik sungai),

vegetasi, lansekap, dan sosio- teknik.

Dari teori yang ada, karakteristik sempadan sungai dapat
di identifikasi dari kondisi fisik wilayah, fisik bangunan, dan
fisik sempadan. Sehingga dalam penelitian ini dapat
digunakan indikator sebagai berikut:

a. Faktor Fisik Wilayah ini dapat dijelaskan dengan
variabel satuan kemampuan lahan yang dinilai
dari beberapa indikator seperti. Variabel ini
sejalan dengan teori dari Suripin (2002), Rukiyati
(2002), dan Usman (2006)

b. Faktor Fisik Bangunan Indkator ini dapat
dijelaskan dengan variabel Lantai Bangunan,
KDB, KDH, jarak terhadap sungai dan jenis
bangunan. Variabel ini sejalan dengan teori dari
Suripin (2002), dan Rukiyati (2002).

c. Faktor Fisik Sempadan Indkator ini dapat
dijelaskan dengan variabel vegetasi dan
bangunan lain/tambahan Suripin (2002), Rukiyati
(2002), dan Usman (2006)

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelanggaran
pemanfaatam ruang

Tabel 4. Faktor Pendorong Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang

Faktor Pendorong Pelanggaran
No| Sumber
Pemanfaatan Ruang

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan

penggunaan lahan didominasi oleh faktor kurangnya
Suwanda |, . .
1 (2018) informasi kepada masyarakat mengenai peraturan
perencanaan yang mengatur mengenai penggunaan

lahan suatu kawasan.

Faktor dominan yang menjadi latar belakang
2 |Budiharjo |pelanggaran  pemanfaatan ruang vyaitu faktor

pengetahuan, faktor pekerjaan, dan faktor pendapatan.

Bayu Arief .
. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rencana
Triyanto dan
tata ruang (RTR), “Kurangnya pemahaman masyarakat

3 |Jawoto Sih
mengenai peraturan peruntukan lahan pembangunan
Setyono .
(peraturan zonasi)
(2015)

Faktor yang berpengaruh dalam pemanfaatan ruang
yaitu faktor kesadaran hukum, dimana Tingkat
pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan
daerah terkait IMB, Tingkat pemahaman masyarakat
mengenai manfaat dan tujuan mengurus IMB, Sikap
Zul Firman. |masyarakat mengenai syarat dan prosedural yang harus
H (2018) ditempuh dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Adapun faktor yang dihadapi masyarakat dalam
mengurus IMB adalah persoalan pengetahuan dan
pemahaman yang masih kurang, serta sikap yang
kurang setuju, dan hal ini berdampak ke pola prilaku
masyarakat untuk megurus IMB.

Faktor—faktor yang mempengaruhi terjadinya
penyimpangan pemanfaatan ruang adalah faktor|

5 Firdaus substansi rencana tata ruang, faktor aturan/ketentuan,
(2022) faktor proses dan prosedur, faktor kelembagaan dan
faktor belum tersedianya standar dan aturan teknis yang
berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
diantaranya faktor keterbatasan lahan dan tingginya
Lestari harga lahan, faktor kepemilikan lahan yang bukan lahan
6 (2008) milik Pemerintah, faktor pengawasan dan pengendalian

yang belum optimal, faktor keterbatasan dana, faktor
kurangnya kesadaran masyarakat, serta faktor,
sedikitnya peruntukkan/zonasi.

1.Faktor Kelembagaan

Faktor ini dipilih karena sejalan dengan Suwanda (2018),
Lestari (2008), Firdaus (2022) yang menyatakan bahwa
pelanggaran pemanfaatan ruang turut dipengaruhi oleh
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kondisi kelembagaan pada suatu kawasan. Kondisi
kelembagaan yang dimaksud ialah pihak kelembagaan
sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas informasi dan
controlling yang seharusnya dapat diimplementasikan oleh
pihak kelembagaan. Indikator ini dapat dijelaskan melalui
variabel :

a. Program penyediaan dan penyampaian informasi
pemanfaatan ruang

b. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang

c. Alokasi anggaran dana dalam pengelolaan ruang

2.Faktor Fisik

Faktor fisik dipilih sejalan dengan pendapat dari Lestari
(2008) dengan variabel ketersediaan lahan dimana
memengaruhi tingginya harga lahan di pusat pemukiman
sehingga harga properti/tanah yang relatif murah pada
lokasi tertentu.

3.Faktor Sosial Kependudukan

Faktor sosial dipilih karena sesuai dengan pendapat
Budiharjo, Bayu Arief Triyanto dan Jawoto Sih Setyono
(2015), Zul Firman. H (2018), dan Lestari (2008) yang
menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi

pelanggaran pemanfaatan ruang ialah kurangnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap
kesesuaian pemanfaatan ruang, Indikator ini dapat

dijelaskan melalui variabel :
a.Karakteristik penduduk, misalnya :

e Mendiami lokasi turun temurun sebelum adanya
peraturan perencanaan yang berlaku.

e Dekat dengan tempat kerja atau mudah
menjangkau fasilitas-fasilitas umum
e Dekat dengan rumah keluarga
b.Pengetahuan masyarakat, misalnya
e  Peraturan Pemanfaatan ruang
e Pengajuan dan prosedur izin mendirikan

bangunan
c.Kepedulian dan partisipasi masyarakat

¢ Kesediaan masyarakat mengurus izin
o Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
pelaksanaan

Metodologi

Studi kasus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi
garis sempadan, tipologi karakteristik sempadan sungai
Way langsep, dan menganalisis faktor faktor yang
berpengaruh terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
berdasarkan pemanfaatan sempadan sungai. Analisis
deskriptif kualitatif digunakan untuk menginterpretasi data
dari hasil-hasil observasi batas garis sempadan, tipologi
karakteristik sungai yang pada bagian akhirnya diolah
dengan analisis triangulasi dan komparatif untuk
memberikan gambaran terkait arahan pengendalian
pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai sebagai
kawasan perlindungan setempat. Kemudian analisis
deskriptif kuantitatif digunakan menginterpretasi faktor
yang berpengaruh dan melatar belakangi terjadinya
pelanggaran pemanfaatan ruang untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif tentang data numerik
yang dihasilkan dari kuesioner yang disebarkan kepada
sekelompok orang. Berdasarkan rangkaian analisa yang
dilakukan, maka dapat dirumuskan arahan pengendalian
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pemanfaatan ruang di kawasan perlindungan setempat
sempadan sungai Way langsep.

Metode Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini memungkinkan untuk menggunakan
teknik sampel jenuh dimana mengambil sampel dari
seluruh populasi yang ada. Mengingat kawasan yang
akan diteliti hanya sebatas pada kawasan sempadan
sungai dan berada di kawasan pedesaan memungkinkan
penulis untuk melakukan pengambilan data pada
keseluruhan populasi berdasarkan salah satu orang yang
tinggal dalam bangunan di kawasan sempadan sungai
Way langsep setelah mengetahui batas sempadan
sungainya. Kriteria informan kuesioner yaitu :

e Memiliki bangunan atau tinggal dilokasi tersebut

e Dapat menjelaskan dan memberikan informasi
terkait kronologis pemanfaatan ruang/bangunan
yang ditempati

e  Memiliki usia yang cukup (18-60 Tahun) untuk
memahami setiap pertanyaan

Selain itu untuk penentuan kriteria informan wawancara
dalam penelitian ini adalah mereka yang memahami
kondisi sempadan sungai Way langsep. Stakeholder yang
dipilih antara lain kepala desa margosari, kepala desa
banyumas, kepala desa nusawungu, dinas DPMPTSP,
dan Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu.

Metode Analisis Data

1. Penetapan lebar batas Kawasan Perlindungan
Setempat (KPS) sempadan Sungai Way Langsep.

Penetapan lebar batas Kawasan perlindungan setempat
sempadan sungai Way langsep akan menggambarkan
luasan sempadan sungai yang akan membatasi kawasan
perlindungannya. Dimana dalam perhitungan luas
kawasan akan didasarkan pada teori, peraturan, dan
faktor-faktor yang memengaruhinya. Dalam penelitian
Maryono (2009) menyimpulkan bahwa penentuan lebar
sempadan sungai dapat dilihat dari beberapa aspek,
diantaranya penentuan lebar sempadan sungai menurut
luas DAS, penentuan lebar sempadan sungai yang
terpengaruh pasang surut dan penentuan tepi sungai
sebagai titikk acuan garis sempadan sungai. Kajian lebar
sempadan sungai yang dilihat dari aspek luas Daerah
Aliran Sungai (DAS) yang ada diklasifikasikan menjadi 4
kategori, kali kecil dari mata air dengan luas DAS 0-2 km2,
kali kecil dengan luas DAS 2-50 km2, sungai sedang
dengan luas DAS 50-300 km2 dan sungai besar dengan
luas DAS >300km2.

2. Skoring Tipologi Pelanggaran pemanfaatan ruang di
Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan
Sungai Way Langsep.

Ketidaksesuaian penggunaan lahan dianalisis dengan
digitasi berdasarkan garis sempadannya. Setelah hasil
overlay sudah diperoleh, maka dilakukan pengecekan
dengan ketentuan umum peraturan zonasi/ketentuan
peruntukannya sehingga akan diketahui apakah kegiatan
dengan penggunaan lahan eksisting di sempadan sungai
Way langsep tersebut diizinkan, diizinkan bersyarat,
diizinkan terbatas dan tidak diizinkan/dilarang pada zona
terkait. Penentuan tipologi pelanggaran pemanfaatan
ruang yang berada di KPS Way Langsep dilakukan
berdasarkan jenis pelanggaran dan karakteristik
pelanggaran pemanfaatan ruang yang akan dilakukan
melalui penilaian skoring berdasarkan variabel yang
dibutuhkan. Pengamatan akan dilakukan dengan cara
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survei pada setiap segmen atau kawasan yang
teridentifikasi tidak sesuai dengan peruntukan sempadan
sungai Way langsep.

3. Analisis faktor yang memengaruhi pelanggaran
pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep.

Penentuan faktor yang memengaruhi pelanggaran
pemanfaatan ruang di KPS Way langsep berdasarkan
kajian teori yang dilakukan kemudian dengan
mencocokkan berdasarkan hasil wawancara kepada
narasumber kunci sehingga dapat melihat dari sudut
pandang pemerintah. Kemudian akan dilakukan analisis
karakteristik pengguna lahan akan dilakukan dengan cara
penyebaran kuesioner dengan memerhatikan variabel
yang dibutuhkan berdasarkan kajian pustaka yang akan
dilakukan. Sedangkan analisis faktor yang memengaruhi
pelanggaran pemanfaatan ruang di sempadan sungai
akan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dimana
menggunakan kuesioner kepada pengguna lahan untuk
melihat hal yang melatar belakangi pelanggaran tersebut.
Analisis yang digunakan dalam sasaran ini yaitu analisis
faktor dan analisis regresi linier berganda. Ini bertujuan
untuk mengetahui apa saja yang membuat pemanfaatan
lahan menjadi tidak sesuai dengan semestinya sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Metode analisis deskriptif
dari tinjauan pustaka mengenai faktor-faktor penyebab
perubahan penggunaan lahan digunakan dalam analisis
ini misalnya dari faktor kepemilikan lahan, perizinan ilegal,
ataupun faktor sejarah sebelum ditetapkannya peraturan
yang ada. Selain itu, hasil dari wawancara juga menjadi
sumber untuk mengetahui faktor-faktor tersebut.

4. Analisis komparatif dalam menentukan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan
Perlindungan Setempat (KPS) sempadan Sungai Way

Langsep.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari
kegiatan penataan ruang yang dipersiapkan sejak awal
proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian
dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan
dengan memasukkan indikator pencapaian hasil, sebagai
dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana

dilaksanakan dan sesudah implementasi. Hasibuan
(2006:242) mengemukakan bahwa tujuan
dilaksanakannya pengendalian adalah :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai
dengan ketentuan- ketentuan dari rencana.

2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terjadi
penyimpangan- penyimpangan.

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai
rencananya.

Penentuan tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang akan
dilakukan berdasarkan hasil skoring tipologi karakteristik,
kronologis/sejarah, dan arahan kebijakan yang berlaku.

Analisis faktor penyebab ketidaksesuaian penggunaan
lahan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang
membuat pemanfaatan lahan menjadi tidak sesuai dengan
semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Metode analisis deskriptif dari tinjauan pustaka mengenai
faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan
digunakan dalam analisis ini misalnya dari faktor
kepemilikan lahan, perizinan ilegal, ataupun faktor sejarah
sebelum ditetapkannya peraturan yang ada. Selain itu,
hasil dari wawancara juga menjadi sumber untuk
mengetahui faktor-faktor tersebut.

Arahan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat dilakukan
dengan pemaksaan sehingga perlu dilihat kembali faktor
yang memengaruhi adanya pelanggaran pemanfaatan
ruang. Sehingga pengendalian pemanfaatan ruang
supaya dapat mengantisipasi terjadinya pergeseran alih
fungsi lahan pada Kawasan Perlindungan Setempat
Sempadan Sungai Way Langsep.

Hasil dan Pembahasan
Identifikasi garis sempadan Sungai Way langsep

Berdasarkan teori Heinrich & Hergt, 1999 maka sungai
Way Langsep termasuk dalam sungai sedang. Dengan
panjang Sungai Way Langsep sepanjang 13.8 Km dan
terletak pada kawasan perdesaan maka Sungai Way
Langsep dikategorikan sebagai Sungai Kecil yang berada
di luar Kawasan Perkotaan yang tidak bertanggul, maka
dari itu penentuan lebar sempadan sungai yang akan
dijadikan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)
sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang
Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan
Danau maka ditetapkan sempadan sungai sepanjang 50
meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang
alur Sungai Way Langsep. diketahui bahwa Sungai Way
Langsep merupakan sungai kecil karena memiliki luas
kurang dari 500 km2dan tidak bertanggul serta berada
diluar kawasan perkotaan maka ditetapkan sempadan
paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai.

Tipologi Pelanggaran

Jenis Pelanggaran

1. Kriteria tapak yang sesuai :

e Tapak/lahan masuk 100%, tapi bangunan
Bangunan Masuk 0% berarti tapak tersebut
sesuai.

e Tapak/lahan masuk <100%, tapi bangunan
Bangunan Masuk 0% berarti tapak tersebut juga
masih bisa dikatakan sesuai.

2. Kriteria tapak tidak sesuai :

e Jenis Pelanggaran | Pelanggaran Tapak
Sedang, Tapak masuk KPS <100%, Bangunan
masuk KPS <100% (Tidak sesuai)

e Jenis Pelanggaran Il : Pelanggaran Tapak Buruk,
Tapak masuk KPS <100%, Bangunan masuk
KPS 100% (Tidak sesuai)

e Jenis Pelanggaran Il Pelanggaran Tapak
Sangat Buruk, Tapak masuk KPS 100%,
Bangunan masuk KPS 100% (Tidak sesuai)

Tabel 5. Daftar bangunan Terindikasi Pelanggaran
berdasarkan Jenis Pelanggarannya

Arahan
Jenis Pengendalian
O Pelanggaran et BRI Berdasarkan

Pelanggaran

AO03, A06, A07, | Bangunan boleh di

1 Pelanggaran | A08, AQ09, A12, | renovasi/diperluas
| A13, A14, A15, | dengan syarat pada
A16, A19, A20, | bagian tapak yang
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Arahan
Jenis Pengendalian
AL Pelanggaran NOEE FEME I Bergasarkan
Pelanggaran
A21, A22, A23, | berada di luar KPS
B02, B03, BO05, | Way Langsep
B06, CO01, CO02,
C03, C04, CO05,
HO1, H02, HO3,
HO3xy, Jof1,
J07x, J08, J11.
Bangunan tidak
A01, A02, AO7X, zf)lgnuas/direnovasi
A15x, A16x, A17, | CPETC '
Pelanggaran A17x, A18, BO4, diperbolehkan untuk
2 0 C02x, C02xy, men banakan/
gembangkan
HO1x, HO3x, 101, membangun  pada
J02, J09, JO9x,
J10. ta_pak yang berada
di luar KPS Way
Langsep
AO4, AO5, A10, E;Z%””a” “d"’:jki
A11, A11x, BO1, .
3 Pelanggaran | B07, B08, J03, perluas/renovasi
M 404, JO5. JO6. s_erta tapak hanya
107, d!per_bolehkan ur!tuk
dijadikan RTH saja

Hasil Analisis, 2024

Karakteristik Pelanggaran

Penentuan interval pada penelitian ini dilakukan dengan
cara mengurangi nilai maksimal dengan nilai minimal

Karakteristik
No Pelanggaran Kode Bangunan

101, J08, J10, J11

A01, AO2, A03, A05,
A06, A07, AO7x, A10,
A11, A11x, A13, A14,
A15, A16, A16x, A17,
A18, A19, A20, A21,
A22, A23, B01, B04,

Karakteristik
2 B05, B06, BO7, BOS,
Pelanggaran Il co1l. C02, CO02x.
C02xy, CO03, CO04,
HO1, HO1x, HO3x,

HO3xy, JO1, J02, JO3,
J04, JO5, Joe, JO7,
J07x, J09, JO9x

A04, A15x, A17x

Karakteristik
Pelanggaran llI

Hasil Analisis, 2024

Tipologi Pelanggaran

Tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang akan melibatkan
hasil dari pelanggaran pemanfaatan ruang dan
karakteristik pelanggaran pemanfaatan ruang dengan
menggabungkan 2 hasil analisis tersebut dengan
menggunakan skoring perbandingan sebagai berikut :

Tabel 8. Skorsing Klasifikasi Tipologi Pelanggaran

kemudian dibagi menjadi 3. Nilai maksimal yang dapat Karaiterisik | pZt O
dihasilkan dari skoring adalah 25 dan nilai minimal yang Tipologi Pelanggaran 99 i
. . . . . . Pemanfaatan Ruang pada
dapat dihasilkan dari skoring adalah 8. Sehingga apabila KPS Way Langsep )
. A . . Baik Sedang Buruk
dimasukkan kedalam perhitungan rumus interval, hasil
yang didapatkan adalah sebagai berikut :
Jenis . . . . ] .
Interval =(Nilai Maksimum-Nilai Minimum)/3 Pelanggaran | | Seend. | Tipoloal! Tiesloatl ) Tipoloatl
= - = Jeni
Interval _(25 8)/23 5’6 Pelarfg;\ran Buruk Tipologi | Tipologi Il
I
Sehingga Interval yang di dapat terbagi menjadi 3
Karakteristik yaitu : - Sangat Tipologi Il
Buruk

Tabel 6. Interval Skoring Karakteristik Pelanggaran
Bangunan KPS Way Langsep

No Karakteristik el

Pelanggaran Keterangan

Karakteristik

1 Karakteristik | 19,3-24 bangunan baik
istil Karakteristik

2 Karakteristik Il 13,7-19,2 bangunan sedang

3 | Karakteristik Ill 8-13,6 Karakteristik

bangunan buruk

Hasil Analisis, 2024

Tabel 7. Karakteristik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
KPS Way langsep

Karakteristik

N Pelanggaran

Kode Bangunan

Karakteristik A08, A09, A12, B02,
Pelanggaran | B03, C05, HO2, HO3,
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1

Hasil Analisis, 2024

Tabel 9. Tipologi Pelanggaran Pada KPS Way Langsep

No Tipologi Kode Bangunan

A03, A06, A07, A08, A09, A12,
A13, A14, A15, A16, A19, A20,
A21, A22, A23, B02, B03, BO5,
B06, C01, C02, C03, C04, CO05,
HO1, HO2, HO3, HO3xy, 101, JO1,
J07x, J08, J10, J11.

1 Tipologi |

A01, A02, AO07x, A16x, A17,
A18, B04, C02x, CO2xy, HO1x,
H03x, J02, JO9, JOOX.

2 Tipologi Il

A04, A05, A10, A11, A11x, A15x,
A17x, BO1, BO7, B08, JO3, JO4,

3 Tipologi Il J05. J06, JO7.

Hasil Analisis, 2024

Hasil analisis tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang
pada KPS Way Langsep meninjukan tipologi bangunan
yang hampir sama pada setiap tipologi yang ada. Jika
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diamati lebih lanjut bentuk karakteristik pelanggaran yang
terjadi ditentukan berdasarkan jenis pelanggarannya
Dimanah jika jenis pelanggarannya Ill maka karakteristik
minimumnya adalah |l dan |l ataupun sebaliknya apabila
karakteristiknya |ll maka pelanggarannya cenderung pada
pelanggaran Il dan Il juga sehingga Tipologi yang tercipta
dari hal tersebut berdampak sangat buruk bagi Kawasan
Perlindungan Setempat (KPS) Way Langsep. Sehingga
hasil dari analisis ini akan menjadi dasar dalam analisis
selanjutnya untuk menentukan arahan pengendalian
pengendalian ruang dalam faktor fisik berdasarkan
tipologinya.

Gambar 1. Tipologi Pelanggara Segmen ABC KPS Way
Langsep

Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. Tipologi Pelanggara Segmen HIJ KPS Way
Langsep

Hasil Analisis, 2024

Historical bangunan

Adanya 2 periode RTRW di Kabupaten Pringsewu
memotong 3 periode historical bangunan yang terindikasi
sebagai pelanggaran pemanfaatan ruang di KPS Way
Langsep, yaitu :

e Periode 1, sebelum ditetapkannya RTRW
Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 vyaitu
sebelum tahun 2011,

e Periode 2, diantara RTRW Kabupaten Pringsewu
Tahun 2011-2031 dan RTRW Kabupaten
Pringsewu Tahun 2023-2043, yaitu dari tahun
2011 sampai 2022,

e Periode 3, setelah ditetapkannya RTRW
Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 vyaitu
tahu 2023 ke atas

Tabel 10. Historical Pembangunan di KPS Way Langsep

Jumlah
Periode | Keterangan Indikasi Kode Bangunan
Pelanggaran
A01l, AO3, AEA,
Periode Sebelum A17, ALS, A20,
[ tahun 2011 31 = A22, =
, BO4, \
Jo1, Jo2, [GR
B8, Jo9, J10,
Ji1,
A07, OB, A18,
Periode Tahun -, -7 -,
[ 2011-2022 13 = = =
J08.
Periode | Tahun 2023
1 ke atas 2 A02, -

Hasil Analisis, 2024

Anlalisis faktor yang memengaruhi
pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep

pelanggaran

Anlalisis _faktor yang memengaruhi pelanggaran
pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep

(stakeholders)

Rotated Component Matrix merupakan Component Matrix
yang telah dirotasi sehingga dapat memperlihatkan
distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat
factor loadings yang awalnya kecil semakin diperkecil, dan
factor loadings yang besar semakin besar. Sehingga dari
serangkaian analisis yang telah dilakukan terbentuklah 3
faktor yang mempengaruhi pelanggaran pemanfaatan
ruang KPS Way Langsep :

Faktor 1
. Pemahaman masyarakat terkait mekanisme
perizinan bangunan
. Kurang koordinasi lembaga dari atas ke bawah
. Tidak adanya sosialisasi oleh pemerintah
. Anggaran dana peningkatan mutu KPS
Factor 2
. Pemahaman masyarakat terkait RTR
. Inisiatif masyarakat dalam pelaporan
pelanggaran ruang
. Insentif dan disinsentif secara nyata
Factor 3
. Pemahaman Masyarakat terkait peruntukan
lahan KPS
o Penyampaian informasi dan kemudahan akses
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. Tidak adanya pengawasan dan penertiban

Tingkat Pengetahuan Masyarakat dan Faktor

yang memengaruhi _Masyarakat dalam
memilih lokasi bangunan
Pengukuran Tingkat pengetahuan Masyarakat yang

berada pada KPS Way Langsep dilakukan dengan metode
kuesioner yang kemudian diberi skor berdasarkan skala
likert 3 poin ( 1= Tidak Tahu, 2= Kurang Tahu, 3=
Mengetahui). Dimana pada hasil analisis ini akan
digunakan untuk analisis lanjutan Dimana akan menjadi
pengetahuan Masyarakat sebagai variabel dalam
menentukan faktor penentuan lokasi bangunan di KPS
Way Langsep oleh Masyarakat setempat. Penentuan
interval pada penelitian ini dilakukan dengan cara
mengurangi nilai maksimal dengan nilai minimal kemudian
dibagi menjadi 3. Nilai maksimal yang dapat dihasilkan
dari skoring adalah 21 dan nilai minimal yang dapat
dihasilkan dari skoring adalah 7 sehingga intervalnya
adalah 4,6.

e P11 Apakah mengetahui batas kawasan
sempadan Sungai ?

e P12 : Apakah mengetahui kalau sempadan tidak
boleh membangun bangunan di sempadan
Sungai ?

e P13 : Apakah mengetahui tentang rencana tata
ruang daerah sempadan?

e P14 : Apakah mengetahui kalau mendirikan
bangunan harus memiliki surat izin ?

e P15 : Apakah mengetahui dinas yang perlu
dikunjungi untuk mengurus surat izin mendirikan
bangunan ?

e P16 : Apakah mengetahui apa itu surat IMB (Izin
Mendirikan Bangunan)?

e P17 : Apakah mengetahui tata cara pengajuan
izin mendirikan bangunan ?

Tabel 11. Pembagian Interval Tingkat Pengetahuan
Masyarakat KPS Way Langsep

No Tingkatan Interval Keterangan
Tingkat engetahuan
Tingkat 9 pend
16,3 - masyarakat terhadap
1 Pengetahuan
| 21 RTR dan pengajuan izin
bangunan baik
Tingkat engetahuan
Tingkat 9 peng
11,7 - masyarakat terhadap
2 Pengetahuan
" 16,2 RTR dan pengajuan izin
bangunan sedang
Tingkat engetahuan
Tingkat 9 peng
masyarakat terhadap
3 Pengetahuan | 7-11,6
i RTR dan pengajuan izin
bangunan buruk

Hasil Analisis, 2024
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Tabel 12. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap
RTR dan Perizinan

Tingkat
No | Pengetahuan Kode Responden
Masyarakat
1 | Tingkatan | -
A04, A0B, A08, A12, A18,
2 | Tingkatan I B05, B06, B08, HO1, JO1,
J05, JO6
A01, A02,A03, A05, A7,
A09, A10, A11, A13, A14,
A15, A17,A19, A20,A21,
. A22, A23, B01, B02, B03,
3 | Tingkatan lt1 504 "Bo7, Co1, C02, HO2,
HO03, J02, J03, J04, J07,
Jos, Jo9, J10, J11

Hasil Analisis, 2024

Faktor paling memengaruhi masyarakat dalam pemilihan
lokasi bangunan :

Faktor 1

Sumber Kepemilikan Lahan
Tempat tinggal sejak awal

Dekat dengan Keluarga/Saudara
Harga cenderung lebih murah

Factor 2

e Umur
e Pekerjaan
e Tingkat Pengetahuan RTR dan Peizinan

Factor 3

e Pendapatan per bulan
e Lama tinggal di Lokasi
o Dekat tempat bekerja

Pengaruh terhadap minat program Pemerintah

terhadap KPS

Dari hasil perhitungan, didapat bahwa variabel yang
memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05 hanyalah variabel
jumlah ternak yang keluar. Artinya hanya variabel umur
yang secara signifikan memengaruhi P18 dan P22. Oleh
karena itu pengembangan arahan pengendalian harus
mempertimbangkan usia rentan yang kesulitan dalam
mengikuti sosialisasi dan tidak dapat menjadi bagian dari
masyarakat yang mengawasi pengendalian pemanfaatan
ruang di KPS. Sehingga dari hal tersebut diperlukan kajian
lanjutan untuk memetakan rasio penduduk yang berada di
KPS Way langsep untuk membantu menutupi masyarakat
rentan

P18 : Apakah berminat mengikuti sosialisasi/arahan terkait
Kawasan sempadan

P22 Apakah berminat menjadi bagian dari yang
mengawasi atau pelapor apabila ada pelanggaran
penggunaan lahan di Kawasan sempadan Sungai
kedepannya

Konsep arahan pengendalian pemanfaatan ruang

perumusan konsep pengendalian pemanfaatan ruang
pada KPS Way Langsep berdasarkan hasil analisis
penetapan batas KPS Way Langsep, analisis skoring,
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faktor, dan regresi yang telah dilakukan. Analisis yang
digunakan pada bagian ini adalah analisis komparatif yang
bertujuan untuk memberikan landasan teori dan kebijakan
dalam perumusan konsep arahan pengendalian
pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep. Pada
perumusan konsep dibagi menjadi tiga berdasarkan siklus
perencanaan yaitu tahap perencanaan ruang, tahap

pemanfaatan ruang, dan tahap  pengendalian
pemanfaatan ruang
1. Perencanaan Ruang dengan menetapkan batas

Kawasan Perlindungan Setempat pada setiap sempadan
sungai dan danau yang ada di Kabupaten Pringsewu,
kemudian membentuk program dan tim sosialisasi terkait
tata ruang, kawasan perlindungan setempat, dan
perizinan bangunan pada desa-desa yang memiliki sungai
di dalamnya guna mengatasi pelanggaran pemanfaatan
ruang akibat kurangnya pengetahuan masyarakat.

2. Pemanfaatan Ruang dengan mengatur perizinan
khusus bangunan yang terdapat pada KPS sebelum dan
sesudah ditetapkan batasnya, Perencanaan RTH Privat
pada Bangunan yang terdapat dalam KPS sebelum KPS
ditetapkan, Program waijib 1 bangunan 1 pohon pada
bangunan yang masuk pada KPS sebelum KPS
ditetapkan, pembuatan tanggul sekitar KPS yang terdapat
bangunan dengan tipologi buruk yang berdampak pada
ekologi KPS dan Sungai, dan pembuatan bentuk fisik
tanda batas sempadan yang bertujuan untuk mengatasi
permasalahan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang
dan menanggulangi potensi terjadinya pelanggaran
pemanfaatan ruang yang sama.

3. Perencanaan Pemanfaatan Ruang,
Pembentukan sistem pelaporan dan perizinan yang
mudah dan pemberian insentif disinsentif pada pengguna
lahan di KPS Way Langsep hal ini bertujuan untuk
membangun kerja sama antara masyarakat dan
pemerintah dalam pengawasan pemanfaatan ruang di
KPS Way Langsep.

Temuan dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap
Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang di KPS Way
Langsep, maka didapatkan temuan-temuan studi yang
mampu memberikan jawaban terhadap setiap sasaran
dalam penelitian ini:

1. Berdasarkan hasil analisis data observasi fisik sungai,
penulis berhasil menemukan bahwa batas lebar KPS
Way Langsep adalah 50 meter dari tepi sungai.

2. Terdapat 3 tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang
yang dilihat dari indikator jenis pelanggaran dan
karakteristik pelanggaran yang digabungkan sehingga
penulis dapat memetakan tipologi pelanggaran yang
ada dengan rumus interval di KPS Way Langsep.

3. Terdapat 10 faktor yang melatar belakangi
pelanggaran pemanfaatan ruang di KPS Way
Langsep, dan salah satunya kurangnya pengetahuan
masyarakat terhadap RTR. Karakteristik masyarakat
berdasarkan penilaian tingkat pengetahuan
masyarakat di KPS Way Langsep cenderung
menunjukkan tingkatan rendah — sedang dengan
didominasi tingkat pengetahuan rendah. Berdasarkan
minat dan kesediaan mengikuti program yang dapat
memperbaiki permasalahan di KPS Way Langsep,
tingkat minat dan kesediaan masyarakat cenderung
tinggi dengan tingkat minat dan kesediaan dari 54%
sampai 80% hal ini dikarenakan faktor umur

mempengaruhi minat masyarakat untuk
berpartisipasi.
4. Dari hasil analisis terdapat 10 faktor yang

mempengaruhi pelanggaran pemanfaatan ruang di
KPS Way Langsep, yang kemudian dari analisis
tersebut dilanjutkan dengan konsep pengendalian
pemanfaatan ruang sehingga menciptakan 9 konsep
arahan pengendalian pemanfaatan ruang di KPS Way

Langsep dengan konsep 3 tahapan siklus
perencanaan.
Berdasarkan hasil analisis kajian  pengendalian

pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep melalui empat
sasaran, maka didapatkan kesimpulan diantaranya

1. Dengan lebar garis batas KPS Way Langsep 50
meter ditemukan bahwa pada garis batas tersebut
mendelineasi kawasan pemukiman di sekitarnya.
Maka dapat disimpulkan bahwa dari adanya analisis
buffer pada kawasan perlindungan setempat dapat

mengetahui adanya 64 indikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang.
2. Jika dilihat  dari karakteristik pelanggaran

pemanfaatan ruang pada faktor fisik wilayahnya
menunjukkan bahwa faktor fisik wilayah tidak menjadi
pertimbangan masyarakat dalam memilih lokasi
bangunan, hal ini ditunjukkan pada bangunan yang
berdiri di kawasan yang memiliki kemampuan lahan
rendah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut mengenai faktor yang melata belakangi
masyarakat memilih lokasi bangunan.

3. Dari hasil analisis faktor yang dilakukan maka
disimpulkan bahwa faktor kelembagaan menjadi
faktor pendukung permasalahan faktor sosial,
kemudian faktor sosial menjadi faktor pendukung
permasalahan faktor fisik, dan faktor fisik merupakan
faktor yang terdampak dari adanya pelanggaran
pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep. Selain itu
dari analisis ini juga disimpulkan bahwa pengetahuan
masyarakat yang cenderung rendah memengaruhi
pelanggaran pemanfaatan ruang dikarenakan tidak
mengetahui RTR dan pengajuan perizinan. Faktor
fisik wilayah tidak memengaruhi alasan masyarakat
dalam memilih lokasi, karena salah satu alasan
masyarakat memilih lokasi dikarenakan harga tanah
cenderung lebih murah.

4. Berdasarkan arahan pengendalian pemanfaatan
ruang skala prioritas pada permasalahan fisik didasari
oleh tipologi pelanggarannya, sedangkan
permasalahan sosial dan kelembagaan berdasarkan
stakeholdernya.
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